
: a. bahwa untuk sebubungan dengan perkembangan yang tidak 
sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang 
menyebabkan penarnbahan, pergeseran antar unit organisasi, 
antara kegiatan dan antar jcnis belanja, keadaan yang 
menycbabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus 
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan 
maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Aras Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 ten tang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68. Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
[Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 t-omor 44) sebagaimana telah diubah 
dcngan Undang·Undang Nomor 20 Tahun 2000 tenrang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988): 

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahu,1 1999 tentang Pembeutukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupatcn Tebo. Kabupaten Muaro 
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur [Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor I 82, Tambahan 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PER>\TURAN DAERAH 
NO MOR 8 TAHUN 2014 TENTAt"IIG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2015 
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAROLANGUN, 
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PE:RATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 

NOMOR 8 TAHUN 2015 

BUPATI SAROI..ANGUN 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 rentang Perbendaharaan 
Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sisrem 
Pcrencanaan Pcmbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor I 04, Tarnbahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor <1421); 

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pcrubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kornisi 
Pcmbcrantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 
Repubtik Indonesia Nomor 5051); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan 
Keuangan Aruera Pemerintah Pusat dan Pemerinrah Daerah 
[Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126,Tarnbahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undaag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Dcsa [Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 .Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

l l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 
244, Tambahan l..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) scbagaimana telah bcbcrapakali diubah terakhir dcngan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 rentang Perubahan kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pcmerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rcpubtik 
Lndoncsia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tcntang Pernbinaan 
dan Pengawasan Aias Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 
Tambahaa Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

13. Peraturan Pemcrintah Nomor 24 Tahun 2004 tcntang Kcdudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana beberapa kali diubah 
terakhir dcagan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Aias Peraruran Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 rentang Kedudukan Protokolcr dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggoia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
U ... .....,.h..,,~ ... 1111,.n.,.~ 0,. ...... 1,,,.ta ...... ~ ............ :_ .,._1,.. .... ,... ......... .., ''--·. ,.- 



15. Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
13l, Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 
4570); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 iahun 2005 tcntang Dana 
Pcrimba.ngan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

17. Peraruran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 remang Sistim 
lnformasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) scbagaimana telah diubab 
dcngan Peraturan Pemerintab Nomor 65 Tabun 20 IO ten tang 
Perubahan Atas Peraruran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tcntang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahao Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5155); 

l8. Pcraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

19. Pera cu ran Pemerimah Ncmor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan 
Keuangao Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lcmbaran Negara Rcpubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Kcttangan dan Kincrja lostansi Pcmcrintab (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraruran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntans] Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Numor 5165); 

23. Peraturan Pemerimah Nomor 60 Tahun 2014 ientang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor l68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558): 

24. Peraruran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Pokok-Pokok Pcngclolaan Kcuangan Dacrah (Lcrnbaran 
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 7); 

25. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pcdoman Pcngelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana relah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 teruang Perubahan Kedua Atas 
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Jumlsh penerimaan setetah perubahan Rp. I 61.400.231.524,02 
b. Pengeluaran 

I) Semula Rp. 16.000.000.000,00 
2) Bertarnbab/(berkurang) Rp. (4.000.000.000,001 

Rp. 65.324.472.764,SJ 
Rp. 96.075.758.759,SJ 

a. Penerimaan 
l) SemuJa 
2) Bcrtambab/ Berkurang 

(3) Pembiayaan Daerah : 

Rp. I .142.985.454.577 ,98 Jumlah Belanja setelah perubahan 

Rp. 968.218.767.325,51 
Rp. 174.766.687.252,47 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.993.585.223.053,96 

(2) Belanja 
a. Sernula 
b. Bertambah/Bcrkurang 

Rp. 918.894.294.561 ,00 
Rp. 74.690.928.492,96 

( l) Pendapatan : 
a. Semula 
b. Bertambah 

Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sernula 
berjumlah Rp.968.218. 767.325,SJ bertambah/berkurang sejumlah 
Rp.174.766.687.252,47 schingga menjadi Rp.l.142.985.454.577,98 
dengan rincian sebagai berikut : 

Beberapa Ketcntuan Dalam Peraruran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 
[Lernbaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 8 diubah sebagai berikut: 

I. Ketcntuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal l 

Mcnetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BEL.ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 

Pasal I 

MEMUTUSKAN : 

DEWAN PER\VAKILAN RAK-YAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 
dan 

BUPATI SAROLANGUN 

Dengan Perseruiuan Bersama 



d. Lain-Jain Pcndapatan Asli Dacrah yang sah 

dacrah 
Rp. 3.067.546.746,00 

Jumlah basil pcngclolaan kckayaan 
yang clipisahkan setelah perubahan 

Rp. 2.712.169.311.00 
Rp. 355.377.435.00 

!) Semula 
2) Bertambah/(bcrkurang) 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Jumlah retribusi dacrah setelah perubahanRp. 3.792.321.370,00 

Rp. 3.234.000.000,00 
Rp. 558.321.370,00 

I) Semula 
2) Bertambah/berkurang 

b. Retribusidacrah 

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 22.224.500.000,00 

Rp. 10.287 .500.000,00 
Rp 11.937.000.000,00 

I) Semula 
2) Bertambah/berkurang 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf a 
terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak daerah 

Rp. 205. 170. 165.639 ,00 Jumlah setelah pcrubahan 

c, Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah 

I) Semula Rp. 136.294 .048.878,00 
2) Bertambah/bcrkurang Rp. 68.876.116.761,00 

Rp. 738.530.076.372,00 
Rp. (27.849.813.372,00) 

Rp. 710.680.263.000,00 

44.070.169.311,00 
33.664.625.103,96 
Rp. 77.734.794.414,96 

I) Scmula 
2) Benambah 

Jumlah setelah pcrubahan 

I) Scmula Rp. 
2) Bertambah I Berlrurang Rp. 
Jumlah PAD serelah pcrubahan 

b. Dana Perimbangan sejumlah 

a. Pcndapatan Asli Daerah sejumlah 

Pasal 2 

II) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (I) 
terdin dari : 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikuu 



Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus 
setelah perubahan Rp. l 19.564.44 l .OOO,OO 

89.166.324.239,00 
30.398.116. 761.00 

Rp. 
Rp. 

I) Semula 
2) Bertambah/berkurang 

d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus 

Jurnlah DBH pajak setclah perubahan Rp. 37.127.724.639,00 

Rp. 37.127.724.639.00 
Rp. 0,00 

I) Semula 
2) Bertambah/berkurang 

c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi 

Rp. 0,00 Jumlah dana darurat setelah perubahan 

Rp. 0,00 
Rp. 0,00 

l) Semula 
2) Beruunbah/berkurang 

b. Dana darurat 

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 38.478.000.000,00 

Rp. 0,00 
Rp. 38.478.000.000,00 

I) SemuJa 
2) Benarnbah/berkurang 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah scbagaimana dim a ksud pada 
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Hibah 

Rp. 67.694.410.000.00 Jurnlah OAK setelah perubahan 

Rp. 56.644.270.000,00 
Rp. 11.050.140.000,00 

I) Scmula 
2) Beruunbah/berkurang 

Rp. 517.687.718.000,00 J umlah DAU setelah perubahan 
c. Dana aJokasi khusus sejumlah 

Rp. 517 .687. 718.000,00 
Rp 0,00 

1) Scmula 
2) Bertambah/berkurang 

b. Dana alokasi umum scjumlah 

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 125.298.135.000,00 

Rp. 164.198.088.372,00 
Rp. ( 38.899.953.372,00} 

IJ Semula 
2) Benambah/Berkurang 

(3) Dana perimbangan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b 
terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Dana bagi hasil 
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e. Belanja banruan sosial 

Jumlah belanja hibah seietah perubahan Rp. 4.316.600.000,00 

Rp. 7.125.000.000,00 
Rp. (2.808.400.000,00) 

1) Semula 
2) Bertambah/berkurang 

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00 

d. Belanja Hibah 

Rp. 0,00 
Rp. ( 0,00) 

I) Semula 
2) Bcnambah/berkurang 

Jumlah bclanja bunga setclah pcrubahan Rp.0.00 

c, Belanja subsidi 

Rp. 0 
Rp. 0 

I) Semula 
2) Benambah/berkurang 

b. Belanja bunga 

Rp. 406.096.889.198,50 Jumlah BP setelah perubahan 

Rp. 404.940.119.082,00 
Rp 1.156. 770.116,50 

1) Semula 
2) Bertamba.h/berkurang 

(2). Belanja Tid~k !,angsuryg sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a 
terdiri dan jems belanJa : 

a. Belanja Pegawai 

Rp. 629.723.546.807,48 Jumlah BL setelah perubahan 

Rp. 484.243.340.304,51 
Rp. J 45.480.206.502,97 

b. Belanja-Belanja Langsung 

l) Semula 
2) Bcnambah/berkurang 

Rp. 483.975.427 .021,00 
Rp. 29.286.480.749,50 

Rp. 513.261.907.770,50 Jumlah BTL sctclah perubahan 

a. Bclanja-Belanja Tidak Langsung 

I) Semula 
2) Bertambah/bcrkurang 

Pasal 3 

( I) Belanja Dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (2) terdiri 
dari: 

3. Ketcntuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi scbagai berikut: 
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a. Pcncrimaan 

(l) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (3) 
tcrdiri dari : 

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbuny, sebagai berikut: 
Pasal 4 

Jumlah belanja modal serelah perubahan Rp. 295.434.864.231,27 

Rp. 230.807.907.028,93 
Rp 64.626.957.202,34 

c. Belanja modal 
I) Semula 
2) Benambah/berkurang 

setelah perubahan Rp. Jumlah belanja barang dan jasa 
233.621.959. 798,21 

Rp. 160.707.915.997,58 
Rp. 72.914.043.800,63 

Jumlah bclanja pegawai sctclah pcrubahan Rp. 100.666.722.778,00 
b. Belanja barang dan jasa 

I) SemuJa 
2) Bcrtambah/bcrkurang 

Rp. 92.727.517.278,00 
Rp. 7.939.205.500,00 

I) Semula 
2) Bcrtambah/bcrkurang 

(3) Bclanja _Iangsw:,g scbagaimana dimaksud pad a ayat (I) huruf b terdiri 
dari jerus belanJa : 

a. Belanja pegawai 

Jumlah bclanja tidak terduga serelah perubahan 
Rp. 2.500.884 .300,00 

Rp. J .500.000.000,00 
Rp. 1.000.884.300,00 

II Semula 
2) Bertambah/bcrkurang 

h. Belanja tidak terduga 

Jumlah belanja bantuan kcuangan sctelah perubahan 
Rp. 97.131.465.232,00 

Rp. 67.681.189.239,00 
Rp. 29.450.275.993,00 

I) Scmula 
2) Bcrtambah/bcrkurang 

g. Belanja banruan keuangan 

Jurnlah bclanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,00 

0,00 
0,00 

Rp. 
Rp. 

f. Belanja bagj hasil 

I) Semula 
2) Beruunbah 
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(3) Pengeluaran sebaaaimana drmaksud ooda avat ( 1 l huruf b terdiri dari 

Rp. 0 
JumlaJ1 penerimaan panang daerah 
setelah perubahan 

Rp. 0 
Rp. 0 

l) Semula 
2) Bertambah/berkurang 

Jumlah penerirnaan kcmbali pernberian pmjaman 
setelah peruhahan Rp. 0 

f. Pencrimaan piutang daerah 

Rp. 0 
Rp. 0 

I) Semula 
2) Bcrtambah/bcrkurang 

e. Penenmaan kembali pemberian piojaman 

Jumlah penerimaan pinjaman setelah perubahan Rp. O 

Rp. 0 
Rp. 0 

d, Penerimaan pinjaman daerah 

1) Semula 
2) Bcrtambah/bcrkurang 

Jumlah penjualan kckayaan daerah yang dipisaltkan 
setelah perubahan Rp. O 

Rp. 0 
Rp. 0 

I) Semula 
2) Bertambah/berkurang 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0 

Rp. 0 
Rp. 0 

I) Semula 
2) Bertambah/berkurang 

Rp. I 61.400.23 I .524 ,02 J umlah Si LP/\ setclah perubahan 

b. Pencai ran dana cadangan 

a. SiLPA Tahun Anggaran sebclumnya 
l) Semula Rp. 65.324.472.764,Sl 

2) Bertambah/Berkurang Rp. 96.075.758.759,51 

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.12.000.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksu<l pada ayat ( l) huruf a ierdiri dari 
jenis pembiayaan : 

Rp. 16.000.000.000,00 
Rp. {4.000.000.000,00) 

b. Pengcluaran 
1) Semula 
2) Bertambah/berkurang 
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3. Lampiran Ill 

Urusan Ringkasan Perubahan APBD menurut 
Pcmcrintahan Daerah dan Organisasi; 

Rmc,an Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 
n .. -'L: .... ---· 

2. Lampiran II 

L Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD: 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercanrurn dalam Larnpiran yang 
roeq,pa_J<ar bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, 
rerdiri dan : 

6. Ketentuan PasaJ 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.: 
Pasal (> 

5. Ketenruan Pasal 5 diubah sehingga bcrbunyi sebagai berikut: 
Pasal 5 

Uncuk mengantisipasi pendanaan kcadaan darurat tcrmasuk bclanja untuk 
kcpentingan mendesak harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. 8ukan merupakan kegiatan normal dari akiivnas Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksi sebelumnya, 
b. Tidak diharapkan tcrjadi sccara berulang. 
c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah. 
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pernulihan yang disebabkan oleh kondisi darurat. 

c. Pembayaran pokok utang 

I) Semula Rp. 0,00 
2J Sertambah/berkurang Rp. 0,00 

Jumlah pembayaran pokok utang 
setelah pcrubahan Rp. 0,00 

d. Pcmberian pinjaman daerah 

I) Semula Rp. 0 
2) Bertambah/berkurang Rp. 0 

Jumlab pemberian pinjaman daerah 
setelah perubahan Rp. 0 

Jumlah penyenaan modal pemerintab dacrah 
setclah perubahan Rp.12.000.000.000,00 

Rp. 16.000.000.000,00 
Rp. (4.000.000.000,001 

I) Semula 
2) Bertambah/berkurang 

b. Penyenaan modal pemerintah dacrah 

IO 



S£KRETARIS DAE:RAH KABUPATEN SAROLAi'IGUN, 

THA~OZALI 

Diundangkan di Sarolangun 
pada tanggal I~ 01<..h:JGlr 2015 

CEKENDRA 
- 

BUPATI SAROLANGUN, 

Ditetapkan di Sarolangun 
pada tanggal /~ o/t.fr:,6er 2015 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Pcraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Sarolangun. 

Peraruran Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal d.iundangkan. 

Pasal II 

Bupati menetapkan Peraruran teruang perubahan penjabaran Anggaran 
Pendaparan dan belanja daerah sebagai landasan operasional 
pelaksanaan. 

7. Kecentuan Pasal 7 diubah scbingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 7 

9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi dacrah; 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Lelah 
ditetapkan dengan perawran daerah; 

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-k~a1an tahun anggaran sebelumnva 
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam 
tahun anggaran im: 

7. Lampiran VII 

6. Lampiran VI Oaftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per 
Jabatan; 

II 


